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ABSTRAK

RISMA MUH. RUSDI, TAHUN 2024. PELAKSANAAN SISTEM
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN
ENREKANG. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing | Bapak Muhammad
Adil dan Pembimbing Il Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sistem Administrasi Manunggal
Satu Atap (SAMSAT) Di Kabupaten Enrekang. Objek penelitian tugas akhir ini
adalah “Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Teknik analisa data
yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode Pengumpulan
data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Enrekang sudah
dijalankan beberapa cara untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor
dengan mudah dan cepat tanpa harus langsung mendatangi kantor samsat.
Salah satunya yaitu melalui aplikasi yang mana telah diluncurkan oleh Bapenda
Sulsel yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Gerai Samsat yaitu unit layanan
pengesahan STNK tahunan, dan sudah terletak empat titik di pelosok.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Bendahara Samsat



ABSTRACT

RISMA MUH. RUSDI, 2024. Implementation Of The Motor Vehicle Tax
Collection System In Enrekang District. Thesis, Faculty of Economics and
Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor | Mr.
Muhammad Adil and Advisor Il Mr. Muhaimin.

The aim of this research is to determine the implementation of the motor
vehicle Tax collection system in the one-stop Single Administration System
(SAMSAT) in Enrekang Regency. The research object of this final assignment
is “Implementation of the Motor Vehicle Tax Collection System in the one-stop
Manunggal Administration System (SAMSAT). The data analysis technique
used is qualitative using data collection, data reduction, data presentation and
conclusion drawing methods.

The results of this research show that the implementation of the Motor
Vehicle Tax Collection System In Enrekang Regency has implemented several
ways to pay motor vehicle tax easily and quickly without having to go directly to
the Samsat office. One of them is through an application which has been
launched by south Sulawesi Bapenda, namely the South Sulawesi Bapenda
Moble application. The Samsat outlet is an annual STNK validation service unit,
andi s located at four points in remote areas.

Keywords : Motor Vehicle Tax, Sansat Treasurer
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hakikatnya menguatkan
prinsip desentralisasi keuangan daerah dan merupakan salah satu komponen
Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya
memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya
bagi pembangunan daerah tersebut serta memberikan ruang kepada daerah
mengelola APBD secara mandiri untuk keperluan pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu Penghasilan Asli Daerah (PAD)
yang memiliki potensi besar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini dapat diamati dari penghasilan yang dibukukan oleh Badan
Pendapatan Daerah setiap tahunnya dalam pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Jumlah
kendaraan bermotor di Indonesia mencapail52,15 juta unit pada 2022. Dari
jumlah tersebut, sebanyak 126,99 juta unit atau 83,27% di antaranya berupa
sepeda motor (Sadya, 2023). Dengan semakin banyaknya orang yang
membeli kendaraan bermotor baru atau bekas, dampaknya adalah
menigkatnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kabupaten/kota.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang

besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib



pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal
tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgatair
yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menggali sumber- sumber yang
dimiliki berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Menurut Muhammad Andy Irawan, Pajak Kendaraan Bermotor
dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor
sekaligus objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan
selaku pemilik kendaraan bermotor (Irawan, 2017).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemiliki atau penguasaan
kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain di
kawasan bandara, pelabuhan laut, dan sarana olahraga dan rekreasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak
daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Kemenkeupedia,
2022).

Pengenaan pajak oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tidak
bersifat mutlak, karena disesuaikan dengan potensi ekonomi yang ada di
masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki perbedaan dalam potensi
penerimaan dari jenis pajak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-
masing pemerintah daerah memiliki kewenangan yang berbeda dalam
menentukan apakah akan memberlakukan atau tidak memberlakukan suatu
jenis pajak di tingkat kabupaten/kota.

Agar pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah



(PAD), khususnya dari pajak daerah, dapat ditingkatkan dengan optimal
untuk mendukung pengeluaran rumah tangga dan pembangunan, perlu
dilakukan beberapa langkah. Pertama, perbaikan pelayanan dan peningkatan
Kinerja dalam proses pemungutan pajak harus dilakukan. Kedua, perlu
ditambahkan jenis pajak (ekstensifikasi) untuk menggali lebih banyak potensi
pendapatan. Ketiga, memberikan otoritas dan fleksibilitas kepada pemerintah
daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di setiap wilayahnya.
Semakinbesar jumlah pajak yang terkumpul, semakin besar pula kemmpuan
daerah dalam membiayai berbagai programuntuk memenuhi kebutuhan dan
tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Dengan dana yang cukup,
pemerintah daerah dapat membantu dan menyediakan fasilitas seperti
pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor, lainnya bagi masyarakat.

Pajak dikenakan sesuai dengan hukum yang mengharuskan sebagian
penguasaan sumber daya diserahkan kepada pemerintah oleh pihak-pihak
tertentu. Hukumtersebut berisikriteria yang menjadidasar untukpengenaan
pajak. Pajak sendiri merupakan fenomena sosial yang hanya ada dalam
konteks masyarakat. Tanpa masyarakat, pajak tidak akan ada.

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kabupaten Enrekang dijalankan melalui
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Wajib pajak
kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
dapat melakukan pembayaran di kantor cabang kas daerah dalam Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).



Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pengesahan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, dan sumbangan Wajib Dana
Lalu Lintas (SWDKLLJ) dapat dibayarkan di SAMSAT mana pun selama
masih dalam wilayah Polda yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian berjudul
“Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Enrekang”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah

yaitu, “Bagaimana Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kabupaten Enrekang?”

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di kabupaten

Enrekang.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat-manfat yang di peroleh dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Akademis
a. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti



mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Diharapkan
masukan bagi instansidalam menemukan alternatif solusiterkait
permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pemungutan
pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Penulis Diharapkan sebagail informasi dan referensi untuk

menambah wawasan mengenai ilmu khusunya tentang perpajakan.



BAB Il
TINJAUAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Konsep Pajak
a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan (Aini, 2001).

Sementara menurut Rochmat Sumitro dalam Mardiasmo, pajak
adalah transfer kekayaan dari masyarakat ke kas Negara untuk
mendanai pengeluaran rutin, sementara surplusnya diguanakan untuk
public investment (Mardiasmo, 2000).

Sedangkan Borotodiharjo berpendapat bahwa pajak adalah
prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa
(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa
adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup
pengeluaran-pengeluaran umum (Brotodihardjo, 2003).

b. Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi Budgetetair (penerimaan)

dan fungsi regulered (mengatur).



1)

2)

Fungsi Budgetair (mengatur)

Sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-
banyaknya dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai
pengeluaran negara. Menurut Mardiasmo dalam Aisyah, suatu
fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk
memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan
undang-undnag perpajakan yang berlaku (Aisyah, 2015).

Fungsi Regulered (penerimaan)

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang
keuangan. Dan juga sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Pengertian Sistem Pemungutan Pajak

b.

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan

untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib
Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk
mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas
negara.

Sistem pemungutan pajak terdapat dalam buku Mardiasmo dapat dibagi
menjadi 3 yaitu:

1) Self Assessment System

Self Assessment System memungkinkan wajib pajak untuk



2)

3)

menentukan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan.
Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

bukan wayjib pajak yang bersangkutan) (Mardiasmo, 2018).

Pengelompokkan pajak menurut lembaga sistem pemungutan pajak

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1)

2)

Pajak Daerah

Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.
Pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah daerah serta pembangunan daerah.
Pajak Pusat

Merupakan pajak yang dipungutoleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.



3. Pajak Daerah
a. Pengerian Pajak Daerah

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi
menjadi dua jenis yaitu: (1) Pajak Pusat dan (II) Pajak Daerah.
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan. yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (Database Peraturan BPK, 2009).

Jenis pajak sebagaimana yang dimaksudkan dapat tidak dipungut
apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan
kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pajak
Daerah yang selanjutnya disebutkan Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan dalam Harikase, memberikan definisi pajak
daerah adalah pemungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah)
berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
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kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya
digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan (Harikase et al.,
2022). Sementara Agoes Kamaroellah dalam Nunawir, Slamet dkk
menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang
pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Kamaroellah, 2021).
. Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Mardiasmo
(2018:18) adalah:
1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya,
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%
dan paling tinggi sebesar 10%.

c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans,
pemdam kebakaran, sosial agama, lembaga sosial, dan
keagamaan, Pemerintah/TNI/PLRI, Pemerintah Daerah, dan
kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan
ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.

d) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat

besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi
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sebesar 0,2%.

e) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling
tinggi masing-masing penyerahan pertama sebesar 20% dan
penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

f) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling
tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan
paling sedikit 50% lenih rendah dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

PKB dan BBNKB atas kendaraan bermotor darat memiliki peran
penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
bagian dari pajak daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi.
Kedua jenis pajak ini, yakni PKB dan BBNKB, berkontribusi secara
signifikan terhadap PAD. Terkait dengan kendaraan bermotor darat,
aspek penetapan pajak, prosedur pemungutan, dan
restitusi/prngrmbalian pajak selalu menjadi hal yang erat dan perlu

diperhatikan.

4. Pajak Kendaraan Bermotor

a.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang
dikelola Daerah Tingkat 1 yaitu Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut,
Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang di definisikan dalam

pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
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Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di
kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga
instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian
Daerah Republik Indonesia, dan PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa
Raharja.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Samudra dalam Asri Aditya dalam menghitung Pajak

Kendaraan Bermotor, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah

perkalian dari unsur pokok yaitu:

1) Nilai jual kendaraan bermotor.

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor (Asri Aditya et al., 2021).

Bobot adalah daya berat atau angkut kendaraan bermotor yang
diukur berdasarkan jumlah tonase/isi silinder dari kendaraan
bermotor tersebut (Ariani, 2018).

Berdasarkan peraturan daerah nilai jual kendaraan bermotor
ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atau suatu kendaraan
bermotor. Harga pasaran umum adalah rata-rata yang diperoleh dari
berbagai sumber data yang akurat (Ariani, 2018). Nilai jual
kendaraan bermotor ditetapkan pada minggu pertama bulan

desember tahun pajak sebelumnya.
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c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya,
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar
2% dan paling tinggi sebesar 10%.

2) Tarif /Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans,
pemdam kebakaran, sosial agama, lembaga sosial, dan keagamaan,
Pemerintah/TNI/PLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain
yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan ditetapkan paling
rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.

3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar
0,2%.

5. Pajak Bahan Bakar Bakar Kendaraan Bermotor
a. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor adalah

semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan

bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dipungut pajak atas
bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap

digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang
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digunakan di atas air. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor
berdampak pada meningkatnya komsumsi bahan bakar kendaraan
bermotor. Efek dari peningkatan ini adalah adanya eksternalitas negatif,
seperti peningkatan kepadatan lalu lintas, resiko kecelakaan yang lebih
tinggi, dan kerusakan lingkungan.
b. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan
nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum pajak
Pertambahan Nilai dikenakan.
c. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Tarif Pajaknya ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi
sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetaapkan paling sedikit
50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk
kendaraan pribadi. Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga
bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah dilakukan untuk
jangka waktu paling lama tiga tahun, mengingat bahan bakar kendaraan
bermotor merupakan barang strategis yang menyangjut hajat hidup
orang banyak.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
a. Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
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pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli,

tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan

bermotor. Isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi

peraturan tentang pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

yang terdapat dalam pasal 9 hingga 15.

b. Dasar Pengenaan Pajak Bea Baalik Nama Kendaraan Bermotor Dasar
pengenaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual
Kendaraan Bermotor (NJKB) yang diperoleh berdasarkan harga pasaran
umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah
harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data seperti Agen Tunggal
Pemegang Merek (ATPM), asosiasi penjualan kendaraan bermotor.
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

c. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan
peraturan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penyerahan pertama ditetapkan maksimum sebesar 20%

2) Penyerahan kedua dan seterusnya maksimum sebesar 1%

3) Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang
tidak menggunakan jalan umum adalah maksimum 0,0075% untuk
penyerahan kedua dan seterusnya.

d. d. Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Masa pajak adalah jangka waktu lama yang lamanya sama dengan
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jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan
berikutnya.

Dendan yang dikenakan pada PKB dan BBNKB adalah sebesar
2% penetapan tarif penentuan harga BBNKB 30 hari saat penyerahan

(orang pribadi/badan).

B. Kerangka Konseptual

Sistem Administrasi- Manunggal Satu Atap

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor

Bendahara

|
1 v :

| Perhitungan l Wawancara | l Data

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Metode Penelitian
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT yang beralamat
JI. Emy Saelan No. 46 Kelurahan Juppandang, Kecematan Enrekang,
Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian
dilaksanakan kurang lebih 1-2 bulan setelah ujian proposal.

2. Sumber Informan
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Sumber informan yang menjadi subjek utama penelitian ini adalah
Harianto selaku Operator Sistem (OPSIS) SAMSAT sebagai orang yang
memiliki pemahaman teknis detail tentang permasalahan yang menjadi
fokus penelitian. Dan Ariany Martin selaku Pengelolah Laporan Keuangan
Daerah sebagai bendahara penerima Dan Ratno selaku staf yang melayani
wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PKB dengan melakukan
penegecekan berkas sesuai dengan aturan yang ada di SAMSAT
diidentifikasikan sebagai informan pendukung yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan
pertanyaan lisan kepada subjek penelitian untuk menperoleh data.

b. Metode Observasi (Pengamatan)
Pengamatan adalah proses pengumpulan data langsung dari lapangan
dengan cara mengamati dan mencatat pola serta kejadian yang
sistematis tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi antara individu
yang diteliti.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sumber data yang diperoleh dilapangan dalam
bentuk dokumen instansi yang berkaitan dengan pemungutan pajak

kendaraan bermotor.
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4. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik kualitatif terapan karna selain diwajibkan oleh akademis untuk
menggunakan teknik ini, teknik ini bertujuan memperoleh gambaran
seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif
peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi.
Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data-data
berupa penjelasan kata yang didapatkan langsung dari buku, jurnal.
Miles dan Huberman mengemukakan analisis data kualitatif
menggunakan beberapa tahap antara lain (Sugiyono, 2021):
1) Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2021) mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2) Display Data
Penyajian data, atau yang sering disebut display data, sangat penting
untuk memudahkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti.
3) Verifikasi Data
Langkah terakhir dalam proses ini adalah penarikan kesimpulan yang
merupakan hasil infoemasi dari data yang telah disusun atau

dikelompokkan (Sugiyono, 2021).



BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten
Enrekang terletak di Jalan Emy Saelan Nomor 46 Kelurahan Juppandang,
Kecematan Enrekang. Sistem ini sudah berjalan sejak tahun 2004, dan pada
tanggall0oktober 2013, UPT Pendapatan Wilayah Enrekang dibentuk. Saat ini,
UPT Pendapatan Wilayah Enrekang dipimpin oleh Bapak A Erlan Falisutri,
S.STP., M.Si dengan anggota sebanyak 11 ASN.

Adapun Visi dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT) yaitu:

visi untuk mencapai ‘“pelayanan unggul dalam administrasi dan
pengurusan regident melalui sinergi antara polri, pemda, dan jasa raharja.” Misi
mereka adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada Masyarakat harus selalu dijalankan penuh etika profesi
yang tinggi.

2. Proses administrasi kendaraan bermotor harus dilaksanakan dengan tepat
dan cepat.

3. Aparat pelaksana Samsat perlu menjadi teladan dengan integritas yang
bersih, jujur, cakap, bertanggung jawab, dan menjalankan tugas secara
profesional.

4. Dalam rangka mencapaitujuan kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan

19
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masyarakat.
5. Pentingnya penataan arsip kendaraan yang tertib guna memudahkan

identifikasi dan menjaga keamanan dokumen-dokumen terkait.

B. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi

KEPALA
Nama ‘Muh.Rusmin.ST..M.Si.
KepalaSubagTataUsaha
Nama ‘RidwanMuuddin,SE.
Panglkat PenataTk. LIL'd
Pengelolah Peman fataan BND Penata Laporan Keuangan
Nama AndiVerus, AM,S.Sos. . M.S1. Nama : Yuyi Hamjas, S.Kom.
Pangkat: Penata Tk I, IIT/d Panglat:PenatalIu daTk I.IT/b
PengadministrasianUmuin PengelolahP emb endaharaan&
Nama: Muhammad Anag, SE. Pelayanan
Pangkat: Penata IIl/c Nama :AriyaniMartin
Pangkat: Pengatur IL'c

v L

FPengelolah Data Penagihan Fajak Pengadministrasian Pajak
Nama RickyAndhikaKaumpa,S.STP. M.Si. Nama : Rahmawati Djamaluddin
Panglat: Penata Tk. I, IIT/d Pangkat: Penata TI I IIT'd
PengelolahD ataP enagihanPajak P en gelolahP endafataran &P endap atanPajak
Nama : Asa’ad Alauddm Nama  :Bahar, S.50s.

Pangkat:PenatamudaTII I/ Pangkat:Penatamudalll’a
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2. Job Description
a. Kepala sub bagian tata usaha memiliki berbagai fungsi penting dalam
melakukaan administrasi ketatausahaan, koordinasi, pengendalian,
monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja di lingkup UPTD pada
Dinas Pendapatan Daerah serta menyusun laporan.
b. Tugas pokok seksi pendapatan dan penagihan dalam melaksanakan
sebagian tugas UPTD mencakup hal-hal berikut:
1) Melakukan penagihan dan pendapatan terkait pajak daerah,
retribusi daerah, serta pendapatan lainnya.
2) Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran bagi wajib pajak
yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
3) Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap
bulan.
c. Kepala seksi penetapan dan Penerimaan
Tugas yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan pendaftaran,
melakukan penelitian, dan verifikasi terhadap pendapatan pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Setelah SKPD dan SKRD
diterbitkan, tugas berikutnya adalah menyampaikan surat ketetapan
tersebut kepada wajib pajak dan retribusi. Tujuannya adalah untuk
memberitahukan kepada mereka mengenai jumlah kewajiban pajak dan

retribusi yang harus mereka bayar.
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C. Hasil Penelitian

Gambaran umum Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat Il di provinsi sulawesi
selatan, indonesia. 1bu kota kabupaten ini terletak dikota Enrekang. Kabupaten
ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km dan berpenduduk sebanyak kurang lebih
190.579 jiwa. Potensi pajak kendaraan bermotor per 31 desember 2016 adalah
sebesar Rp.12,256,267,475 yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 36,338
unit dan roda 4 sebanyak 3,414 unit tersebar di 12 kecematan dan 129
kelurahan. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2011, NJKB dijadikan dasar pengenaan BBN-KB. Dasar pengenaan
PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60%.
Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang
ditetapkan sebesar 80%. Adapun biaya pajak kendaraan bermotor kabupaten
Enrekang yang berlaku dengan kondisi:

1. Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi sebesar 2%,
danmeningkat sebesar 0,5%untuk setiap tambahan kendaraan bermotor
kabupaten Enrekang (tarif progresi).

2. Kepemilikan bermotor oleh badan tarif pajak kabupaten Enrekang sebesar

2%.
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Biaya lainnya diluar pajak motor Kabupaten Enrekang (biasanya
tercantum di dalam STNK) yang akan dikenakan ketika membayar pajak motor.
1. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor), besarnya 10% dari harga

kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor), besarnya 10% dari harga
kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor), besarnya 10% dari harga
kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

4. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor), besarnya 10% dari harga
kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

5. PKB, besarannya 1,5% dari nilai jual Kendaraan dan bersifat menurun tiap
tahun karena penyusutan nilai jual.

6. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan),
dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp.35.000 untuk motor dan Rp.143.000
untuk mobil .

7. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor), besarnya 10% dari harga
kendaraan atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas sebesar 1%
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

8. PKB, besarannya 1,5% dari nilai jual Kendaraan dan bersifat menurun tiap



10.

11.
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tahun karena penyusutan nilai jual.

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan),
dikelola oleh Jasa Raharja sebesar Rp.35.000 untuk motor dan Rp.143.000
untuk mobil .

Biaya Administrasi apabila gantip elat nomor (5 tahun sekali) atau balik
nama, tapi untuk kendaraan baru tidak dikenakan biaya ini.

Denda Pajak Kendaraan Bermotor, apabila jatuh tempo masa berlaku STNK
belum melakukan perpajangan (akan dikenakan denda PKB dan denda
SWDKLLJ). Denda PKB adalah sebesar 25% per tahunnya dan denda
SWDKLLJ adalah sebesar Rp. 32.000untuk kendaraan bermotor roda dua
dan Rp. 100.000 untuk kendaraan bermotor roda empat. Ketentuan rumus
perhitungan biaya Pajak Motor Kabupeten Enrekang. Besaran biaya pajak
motor Kabupaten Enrekang 5 tahunan dan tahunan antar kendaraan tidaklah
sama. Ada beberapa faktor penentu besaran pajak kendaraan bermotor.
Seperti jenis, tipe, merek, tahun pembuatan kapasitas mesin, fungsi

kendaraan hinggah jatuh tempo.
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D. Pembahasan

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD). Pelayanan Pendapatan Provinsi
melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang
tersebar diseluruh wilayah salah satunya dikKabupaten Enrekang. Dalam
pelaksanaan pemungutannya dilakukan dikantor SAMSAT, yang dimana
melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu: Badan Pendapatan Daerah,
Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi
Kerugian Jasa Raharja. Adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk
membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD)
sumber terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan
Samsat online bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar
pajak dan memperpanjang surat Surat Tanda Nomor Kendaraan / STNK
selain itu juga disediakan aplikasi yang digunakan untuk mebayar pajak
yaitu SIMAPOR (Sistem Informasi Pajak Bermotor), layanan unggulan
(QIRIS,ATM), indomaret, mobile prosedur sehingga masyarakat pelosok
daerah lebih mudah membayar pajak dan tidak ada lagi alasan masyarakat

untuk tidak membayar pajaknya.
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Secara kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
pelayanan pendapatan daerah berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi. UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah mempunya itu tugas pokok
melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan bidang
teknisnya, dalam pelaksanaan operasional mempunyai fungsi: melakukan
pendaftaran dan penetapan penagihan dan pelaporan pendapatan daerah,
melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah, dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak yang
mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian administrasi daerah. Pajak
daerah dikelompokkan menjadidua yaitu Pajak Daerah Tingkat | (Provinsi)
dan Pajak Daerah Tingkat I (kabupaten dan kota). Pajak yang menjadi hak
Pemerintahan Daerah Tingkat | salah satunya adalah Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), dimana jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB), dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut diwilayah tempat kendaraan
bermotor terdaftar. Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima oleh
Pemerintah tidaklah sedikit, mengingat semakin bertambahnya Wajib Pajak
untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan penerapan tarif pajak progresif yang

mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2012. Hal ini
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membuat Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang dapat
dikembangkan. Sistem pemungutan PKB dilaksanakan dengan Sistem
Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan Samsat
(Kansil, et al., 2018).

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor prosedur mempunyai
peranan yaitu dengan peranan penting dalam melakukan pemungutan.
Pengertian prosedur dalam artian ini yaitu suatu urutan kegiatan yang
melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi
berulang-ulang. Didalam samsat mempunyai beberapa prosedur dalam
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan agar tidak ada
penyelewengan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah
satu wujud dari fungsi dalam aparatur negara sebagai abdi negara terhadap
suatu Masyarakat yang menerima pelayanan. Pelayanan umum yang diberikan
oleh Lembaga Administrasi Negara dapat diartikan dengan segala bentuk dalam
kegiatan pelayanan umum yang dimana melibatkan tiga instansi pemerintah
yaitu : Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan
PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam pelayanan untuk
menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan
dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan
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Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada
satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama Samsat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik
Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB
merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Subjek pajak
BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
Kendaraan Bermotor. Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang
ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan
BBNKB. Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk

barang ditetapkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari
dasar pengenaan BBNKB.

Berdasarkan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2017, tentang pajak daerah
Salah satu perubahan dalam Peraturan daerah itu adalah biaya balik nama
(BBN) untuk kendaraan baru, alami penurunan 2,5 persen dari 12,5 persen
menjadi 10 persen pajaknya. Yang disebut sebagai wajib pajak adalah orang
atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan berdomisili
didaerah. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai

penyedia pelayanan publik mempunyai tugas pokok membantu masyarakat
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meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pembayaran pajak kendaraan
bermotor dan pembentukan pemerintah yang baik (good governance).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) suatu sistem
administarsi yang diselenggarakan dalam satu gedung dengan tujuan untuk
mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada Masyarakat yang bergerak
dalam bidang pelayanan kendaraan bermotor, seperti Pajak Kendaraan
Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaran
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, dan sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memunculkan
aplikasi cek pajak umum yaitu Bapenda Sulsel Mobile. Aplikasi ini dapat
memudahkan untuk mengecek pajak. Adapun kewajiban perpajakan yang
dilakukan yaitu pelaporan SPJ Fungsional adalah bentuk laporan pertanggung
jawaban secara formal atas kegiatan yang disertai anggaran. Dalam melakukan
kewajibannya bendahara samsat setiap bulannya melakukan pelaporan
keuangan di kantor pusat. Bendahara samsat juga melakukan penerimaan dan
penyetoran (Bapenda Sulsel Mobile, 2023).

Jenis pajak yang harus dibayar pada saat terjadi transaksi pembelian
kendaraan bermotor tidak hanya berhenti pada saat pembelian saja, tapi juga
dalam pemakaiannya. Pengenaan pajak kendaraan bemotor ini bersifat
progresif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kepemilikan, apakah
kepemilikan kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama, kedua, ketiga

dan seterusnya. Umtuk itulah pajak kendaraan bermotor ini bersifat progresif.
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Tarifnya didasarkan pada tingkat kepemilikannya.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam pasal 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil
perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan /atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Rumus perhitungan biaya pajak motor Kabupaten Enrekang pada
dasarnya, biaya pajak untuk motor ini bisa dicek di STNK. Setiap tahunnya,
mandagri juga akan merilis tabel perhitungan dasar pengenaan PKB.

PKB = (Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot) x Persentase Pajak.

Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa
tarif atau pajak tersebut termasuk kedalam kelompok pajak progresif. Pada saat
kita akan membayar pajak tentunya tinggal mendatangi dan membayar
pajaknya sesuai dengan nilai yang tercantum dalam STNK.

Tarif pajak progresif yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor
tarifnya akan terus meningkat sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraannya.

Berikut adalah cara menghitung pajak kendaraan bermotor yang

dilakukan oleh bendahara samsat:



Table 3.1 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

No Keterangan Jumlah
Informasi kendaraan
Nilai Jual Kendaraan
Bermotor (NJKB) S
Jenis Kendaraan Motor
£
Urutan Kepemilikan 1
Pajak
Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) 232.500
Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas 35.000
2. Jalan (SWDKLLJ)
Biaya adm STNK 25.000
JUMLAH
292.500
PAJAK
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Tarif pajak progresif akan mulai dikenakan pada kepemilikan kedua untuk

objek pajak satu jenis kendaraan yang sama. Jadi, misalnya Auto Family

memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk atas nama pribadi maupun

keluarga. Maka, akan kena pajak progresif pertama karena jenisnya berbeda.

Namun, apabila memiliki dua mobil atau dua motor, maka baru akan dikenakan
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tarif pajak progresif kedua. Ketentuan mengenai tarif progresif kendaraan

adalah sebagai berikut:

1.  Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan biaya paling sedikit
1,5% atau paling banyak 2%.

2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya
akan dikenakan tarif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
Persentase kenaikan pajak progresif tiap kali ada penambahan jumlah

kepemilikan kendaraan:

1.  Kepemilikan pertama tarif pajaknya 2%.

2. Kepemilikan kedua tarif pajaknya 2,5 %.

3.  Kepemilikan ketiga tarif pajaknya 3%.

4.  Kepemilikan keempat tarif pajaknya 3,5%.

5. Kepemilikan kelima tarif pajaknya 4%.

6.  Kepemilikan keenam tarif pajaknya 4,5%.

7. Kepemilikan ketujuh tarif pajaknya 5%.

8.  Kepemilikan kedelapan tarif pajaknya 5,5%.

9.  Kepemilikan kesembilan tarif pajaknya 6%.

10. Kepemilikan kesepuluh tarif pajaknya 6,5%.
Kenaikan tarif pajak 0,5% ini akan berlaku seterusnya sampai dengan

kepemilikan kendaraan ketujuh belas dengan persentase nilainya sebesar 10%.
Selain pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor

samsat, cara mengecek pajak kendaraan bermotor juga dapat dilakukan melalui

aplikasi yang mana telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemprov
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Sulsel (Bapenda Sulsel) yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Aplikasi tersebut
sangat memudahkan dalam mengecek pajak kendaraan bermotor dan informasi
tentang pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan cepat selama ada
koneksi jaringan.

Hadirnya Bapenda Sulsel Mobile yang diluncurkan Bapenda Sulsel untuk
menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi tentang pajak
kendaraan bermotor yang dikelolah oleh Bapenda Sulsel. Penerapan aplikasi
tersebut dikarenakan adanya tuntutan teknologi yang semakin berkembang,
mengharuskan pemerintah dalam pelayanan bergerak secara digital dan cepat.
Cara pemabayaran pajak melalui Bapenda Sulsel Mobile terlebih dahulu yaitu
dengan mendowload aplikasi Bapenda Sulsel Mobile di playstore. Adapun
langkah pembayarannya yaitu:

1. Pilih menu pendaftaran E-samsat

2. Pastikan kendaraan atas nama sendiri

3. NIK dibutuhkan untuk verifikasi data kependudukan dan data di STNK
cocok.

4. Email dibutuhkan untuk mengirim status bukti pendaftaran dan
pembayaran nantinya.

5. No handphone dibutuhkan untuk menginformasikan jatuh tempo
kendaraan.

Selain proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan
melalui kantor samsat dan melalui aplikasi terdapat juga proses pembayaran

yang dapat dilakukan di gerai samsat. Gerai Samsat merupakan unit layanan
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Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang tetap bersinergi dengan
pelayanan samsat induk atau samsat stasioner, yang melayani pengesahan
STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Gerai
samsat berlokasi di tempat umum seperti pasar, pusat perkotaan, dan
pemukiman penduduk. Adapun beberapa titik gerai samsat yang ada di
Kabupeten Enrekang dimana terletak di desa Maiwa, Cakke, Baraka dan Sudu.
Gerai samsat hadir untuk melayani wajib pajak yang berdomisili jauh dari
samsat induk. Di gerai samsat hanya Kkhusus proses pembayaran pajak
kendaraan bermotor tahunan, tidak untuk melakukan pergantian pelat
kendaraan bermotor yang mana di setiap lima tahunnya atau biasa disebut
dengan pajak lima tahunan yang hanya dilakukan dikantor pusat atau samsat.
Kerena prosesnya harus melakukan pengecekan fisik. Tetapi untuk sistem
pelaporan keuangan gerai pajak disetor di kantor pajak yang mana dapat
dilakukan secara penyetoran langsung atau dapat dilihat melalui aplikasi Sistem
Informasi Pajak dan Retribusi Daerah (SIPADA). Aplikasi Sipada adalah
aplikasi yang berisi realisasi target pajak daerah Bapenda Sulsel, analisa pajak,
serta presentase perolehan pajak daerah. Aplikasi ini berisi data kendaraan
bermotor wajib pajak secara detail, seperti nama pemilik, jenis kendaraan,
jumlah tunggakan pajak, dan informasi lainnya terkait data kendaraan dan data
wajib pajak.

Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) juga menyediakan layanan
pembayaran pajak kendaraan bermotor diluar kantor yang disebut dengan

samsat keliling. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun,
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pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput
bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang jauh dari
pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan
mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB). Tujuan pelayanan samsat keliling yaitu memberikan
kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pengurusan STNK setiap
tahun pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu-Lintas (SWDKLL). Mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga
dapat mengurangi biaya transportasi. Samsat keliling hanya melayani
pembayaran pajak kendaraan bermotor dan perpajangan STNK tahunan,
sedangkan untuk pergantian pelat nomor motor untuk lima tahunan hanya bisa

dilakukan dikantor samsat sesuai-domisili kendaraan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan di
atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selain pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di kantor
samsat, cara mengecek pajak kendaraan bermotor juga dapat dilakukan
melalui aplikasi yang mana telah diluncurkan oleh Badan Pendapatan
Daerah Pemprov Sulsel (Bapenda Sulsel) yaitu aplikasi Bapenda Sulsel
Mobile.

2. Geral Samsat merupakan- unit layanan Surat tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (STNK) yang tetap bersinergi dengan pelayanan samsat induk
atau samsat stasioner, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan
pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Gerai samsat berlokasi di
tempat umum seperti pasar, pusat perkotaan, dan pemukiman penduduk.

3. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun,
pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode
jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/wajib pajak yang
jauh dari pusat pelayanan samsat induk. Tujuan samsat keliling adalah
meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
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B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas

penelitian, Adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis yang mungkin dapat

menjadi bahan masukan dan perhatian antara lain yaitu:

1.  Terus mempertahankan penerapan sistem pemungutan pajak yang
diterapkan sekarang berdasarkan undang-undang yang terkait.

2. Terus mempertahanakan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin
membayar pajak kendaraan.

3. Terus menerapkan aplikasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk

membayar pajak kendaraan.
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LAMPIRAN 1

Surat Izin Meneliti (PTSP Enrekang)
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DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapak Mishary Rashid

Harianto (Opsis Samsat)

No Pertanyaan Wawancara
Bagaimana Pelaksanaan | Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan
Sistem Pemungutan | dikantor SAMSAT, yang dimana melibatkan tiga
1. | Pajak Kendaraan | instansi pemerintah yaitu: Badan Pendapatan Daerah,
Bermotor Di Kabupaten | Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT
Enrekang? (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak
membayar pajaknya telah disediakan aplikasi yang
Bagaimana cara wajib | digunakan untuk membayar pajak yaitu SIMAPOR
2. | pajak membayar pajak | (Sistem Informasi Pajak Bermotor) layanan unggulan
kendaraan? seperti Qiris, Sulsel Mabile. Sehingga tidak ada lagi
alasan masyarakat atau wajib pajak tidak membayar
pajaknya.
Jadi pengenaan pajak kendaraan bermotor bersifat
progresif yang ditetapkan berdasarkan tingkat
Bagaimana cara | kepemilikan, apakah kepemilikan kendaran tersebut
3 mengetahui berapa pajak | merupakan kendaraan pertama, kedua, ketiga dan
" | yang harus di bayarkan | seterusnya. Itulah pajak kendaraan bermotor bersifat
oleh pemilik kendaraan? | progresif yang tarifnya didasarkan pada tingkat
kepemilikan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor nya
karena setiap tahunnya selalu
Adapun cara mudah dalam mengecek pajak kendaraan
bermotor melalui aplikasi yang diluncurkan oleh
Apa tujuan | Bapenda Sulsel yaitu aplikasi Bapenda Sulsel Mobile.
4. | dimunculkannya aplikasi | Aplikasi tersebut sangat memudahkan dalam
Bapenda Sulsel Mobile? | mengecek pajak kendaraan bermotor dan informasi
tentang pajak kendaraan bermotor yang terutang
dengan cepat sela
Adapun sistem pemungutan pajak kendaraan
bermotor untuk daerah pelosok yaitu melalui gerai
Bagaimana Sistem | samsat. Gerai samsat adalah unit pelayanan STNK
5 pemungutan pajak | satu tahunan dan pembayaran PKB, gerai samsat

kendaraan bermotor di
daerah pelosok?

biasanya berlokasi di tempat umum seperti pasar,
pusat perkotaan, dan pemukiman penduduk. Gerai
samsat hadir untuk melayani wajib pajak yang
berdomisili jauh dari samsat induk.
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Wawancara Kepada Ibu Ariyani Martin

(Pengelolah Laporan Keuangan Daerah sebagai bendahara penerima)

No

Pertanyaan

Wawancara

Bagaimana Cara

Adapun kewajiban dilakukan yaitu pelaporan
SPJ Fungsional adalah bentuk laporan

1. | Pelaporan Pajak ﬁert_anggung jawa_ban secara formal atas
Kendaraan Bermotor? egiatan yang disertai anggaran. Dalam
melakukan pelaporan keungan di kantor pusat
melalui aplikasi.
Adapun menghitung pajak melalui aplikasi
Bagaimana cara yang dimana perhitungan tersebut telah
2. | menghitung pajak ditentukan oleh aturan pusat, karena setiap
kendaraan bermotor? tahunnya pajak
Mengalami perubahan.
Jadi untuk pelaporannya tetap dibuatkan
Bagaimana pembayaran walaupun pemabayarannya melalui
pajak yang membayar aplikasi. Tetapi pembayaran pajak
3. | pajaknya melalui system | penyetorannya otomatis langsung ke Kasda
online dan bagaimana Provinsi lewat Bank. Sekarang pembayaran
pelaporannya? pajak tidak hanya satu pintu tetapi telah
disediakan beberapa cara melalui sitem digital.
Tetap bisa melakukan pembayar jika hanya
Bagaimana jika saya ingin | ingin membayar pajaknya saja tetapi jika ingin
4 membayar pajak tetapi mengaganti pelat tidak bisa harus kembali ke
" | saya sedang berada diluar | Samsat kabupaten sesuai alamat STNK.
kabupaten? Pembayaran pajak bisa dilakukan Dimana saja
selama masih diprovinsi.
Bagaimana pemungutan Jadi target pajak kendaraan setiap tahun
. berbeda-beda tergantung pemasukan setiap
5. | pajak kendaraan bermotor h kah K inakat
di daerah pelosok? tahunnya apakah pemasukannya meningka
atau Pemasukannya menurun.
Jadi pelaporan BBNKB kita membuatkan
Bagaimana pelaporan kolom khusus kendaraan baru tetapi jika sudah
6. memasuki 1 tahun setelah pembeliannya maka

BBNKB?

pelaporannya sudah masuk di
Pelaporan PKB.




LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI

Keterangan Gambar 1.

Wawancara Bersama Pak Harianto (Operator Sistem)
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Keterangan gambar 2.

Wawancara Bersama Ibu Ariani Martin (Bendahara Penerima)
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Keterangan Gambar 3.

Wawancara Bersama Pak Ratno (Pengecekan Berkas)
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LAMPIRAN 4
DATA-DATA PENELITIAN

Laporan SPJ Fungsional Bendahara SAMSAT Bulan Juni 2023
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2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)




3. Pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor Aplikasi Bapenda Sulsel
Mobile

PENGECEKAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Cek Pajak Kendaraan

Pilin Wilayah :

IMAKASSAR

CEK PAJAK

CEK DULU SEBELUM BAYAR
BIARGAKKENA.....

Data Pajak Kendaraan e

TOTAL PADAK KENDARAAN

Napal
DD 5000 TTA

Merk
HONDA

Thi. Buat
2010
Behan Bakar
AR

PEB Pokok
238.500

SWOKLIJ Pokok
35.000

Bea STNK
60.000

Jatuh Tempo.
14-01-2023

Miiik. Ke

1(Satu)

Rp. 433.500°

Jenis

SPD.MOTOR

Tion
KATANYA

Warma Kendaraan

HITAM

Warma Plat
ABUGOSOK

PKB Denda
o

SWDKLIJ Denda
o

Bea PLAT
100.000

Masa STNK/PLAT
14-01-2025

Ketefangan
LUNASMI

* Harsil penghitngan pajsk sesui ki dHakusar e ayecan har o

Juga.
pazsb

yada hasd dan

* Dambaunrar naiak sandiraan hisa disidon 20 R sahakim b anonst

FaN

= A



4.

Pendaftaran E-Samsat

DAFTAR DAN BAYAR PAJAKANDA
VIA GOPAY MAUPUN TOKOPEDIA

Pilsh Witayah :
s

- Masuidan an Nopol :
(o

| oo pangs:
‘ 'Em|m‘u.-.¢,mo
| 5 =

~ MasukkanNo KTP:
[ remzsessreoma’

il
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